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Jumhur ulama di dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali melarang
akad sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya, hal ini dipersamakan
hukumnya dengan akad sewa menyewa hewan untuk diperah susunya. Hal ini
berlaku karena belum tentu objek sewa tersebut menghasilkan buah, sehingga
memunculkan unsur gharar (tidak pasti dan kesamaran) di dalam akad. Namun
begitu, ada sebagian ulama yang justru membolehkan akad sewa menyewa
pohon untuk diambil buahnya. Pendapat ini diambil dan dipegang oleh Ibn
Qayyim Al-Jauziyyah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka
rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pendapat Ibn Qayyim
Al-Jauziyyah tentang hukum sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya?
Dan Bagaimana dalil dan metode istinbat hukum yang digunakan lbn Qayyim
Al-Jauziyyah di dalam menetapkan hukum sewa menyewa pohon untuk diambil
buahnya?. Metode penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang
dikaji dengan menggunakan cara deskriptif-analisis. Berdasarkan hasil
penelitian menurut Ibn Qayyim, sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya
boleh secara syariat. Tidak ada perbedaan antara objek sewa tanah dengan objek
sewa pohon. Manfaat sewa pohon berupa batang pohon dan buah yang akan
dihasilkan. Orang menyewa pohon memiliki motivasi dalam dua hal, yaitu
manfaat pada batangnya, atau manfaat buahnya. Kedua manfaat ini menurut Ibn
Qayyim dapat digunakan. Penyewa memiliki hak untuk menggunakan hasil
buah pohon, sebab buah menyertai penyewaan pohon. Praktik sewa pohon harus
didahului dengan kesepakatan dan kemakluman antara pihak penyewa dengan
pemilik pohon, bahwa objek pohon yang disewa itu dapat dimanfaatkan
buahnya. Dalil yang digunakan Ibn Qayyim mengacu kepada qaul al-sakabr,
yaitu perkataan dan tindakan Umar bin Al-Khattab menggunakan kebun kurma
milik Usaid bin Hudair sebagai jaminan bagi Usaid untuk membayar hutang
kepada orang lain. Umar bin Al-Khattab menggunakan dan memanfaatkan buah
kurma, dan menurut lbn Qayyim, transaksi yang dilakukan Umar bin Al-
Khattab adalah sewa pohon untuk diambil buahnya. Dalil lainnya yang dipakai
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Ibn Qayyim ialah giyas. Ibn Qayyim menganalogikan pemanfaatan buah pohon
yang disewa dengan beberapa kasus hukum, di antaranya ialah dengan
pemanfaatan susu terhadap bayi dari ibu yang sedang menyusuinya sebagaimana
ditetapkan dalam QS. Al-Talaq [65] ayat 6, kemudian hukum pemanfaatan
tanaman dalam kasus sewa tanah, selain itu pemanfaatan buah dari wakaf
pohon. Adapun metode istinbar yang digunakan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah
adalah metode ¢« ’lil7, yaitu suatu metode dalam menggali hukum sewa pohon
dengan melihat illat hukumnya. Metode ta’/il7 yang digunakan ialah metode
ta’lilt dalam giyas, yakni melihat illat hukum pada giyas. Pola atau metode
istinbat yang kedua adalah istis/ahz, yaitu metode penalaran hukum yang
bertumpu kepada kemaslahatan. Ibn Qayyim menyatakan titik tolak pembolehan
sewa pohon adalah menggunakan giyas dan maslakah. Penggunaan giyas
menunjukkan kepada pola penalaran ra’lilz, sebab yang dicari dan ditelaah
adalah illat hukum pada kasus sewa pohon. Begitu juga penggunaan maslakah
menunjukkan kepada pola penalaran istislahi, sebab yang dilihat adalah adanya
aspek dan nilai kemaslahatan yang ada di dalam praktik sewa pohon ini, atas
dasar itu praktiknya diperbolehkan.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata
Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987—Nomor: 0543 b/u/1987.AdapunPedoman Transliterasi

yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
. t dengan
1 \ ek 1 b t titik di
dilambangkan
bawahnya
Z dengan
2 @ B st ] z titik di
bawahnya
3 < T YA ¢ ¢
s dengan
4| & $ titik di ool ¢ gh
atasnya
5 d J A o f
h dengan
6 z h titik di A a q
bawahnya




7 d kh YY d k
8 3 D vy J I
z dengan
9 3 V4 titik di Y¢ A m
atasnya
10 J R %g O n
11 J y Y1 ) w
12 o 8 Yv 0 h
13 g sy YA 3 ’
s dengan
14 | oe S titik di j < ¢ y
bawahnya
d dengan
15 | o= d titik di
bawahnya
2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda
atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah a
Kasrah i
Dammah u

b. Vokal Rangkap




Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
¢ O Fathah dan ya Al
5 o Fatzah dan wau Au
Contoh:
—asS = kaifa,
J»  =haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
sl Fathah dan alif atau ya A
¢ Kasrah dan ya I
3 Dammah dan wau U

Contoh:
Jé= gdla
= rama
J38 = gila
J3% = yaqiilu
4. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.
a. Tamarbutah (3) hidup
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Ta marbutah ( 3) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrahdan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (3) mati
Ta marbutah ( &) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( 3) diikutioleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah
maka ta marbutah ( 3) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:

Loy kY raudah al-agal/ raudatul agfal
a3 al-Madimah al-Munawwarah/
al-Madinatul Munawwarah
PR Talhah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir,

bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sewa menyewa ialah salah satu praktik muamalah yang sering dilakukan
oleh masyarakat baik kota maupun desa. Bagi penyewa, proses hukum menyewa
barang akan memberikan keuntungan berupa manfaat atas barang yang
disewanya dan bagi pemberi sewa juga mendapatkan keuntungan berupa harga
sewa barang miliknya. Praktik sewa-menyewa ini bahkan menjadi alternatif bagi
banyak orang untuk menggunakan manfaat objek yang disewa. Oleh sebab itu,
pentingnya akad sewa menyewa diindikasikan dari banyaknya rumus hukum
para ulama berikut tata caranya dengan relatif cukup lengkap.*

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah sewa menyewa disebut dengan
ijarah, yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dengan maksud tertentu,
bisa dipindahtangankan, dan hukumnya mubah dengan disertai konpensasi
(imbalan) yang diketahui.’ Konsep sewa menyewa atau ijarak ini dikenal
dengan dua jenis yaitu ijarah bil mal, yaitu sewa menyewa atas suatu barang,
misalnya menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk
dipakai dan benda atau harta yang lainnya. Kedua adalah ijarah bil ‘amal, yaitu
sewa menyewa atas suatu pekerjaan, atau sering pula disebut upah mengupah
tenaga orang lain untuk melakukan sesuatu, misalnya mengupah pekerja,
penjahit, dan lain sebagainya.’

Dilihat dari perspektif pendapat ulama, ada beberapa bagian yang sudah

disepakati misalnya ulama sepakat tentang bolehnya melakukan praktik dan

'Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami wa Adillatuh, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani,
dkk) Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), him. 385-429.

?Abdurrahman Al-Jaziri, Figh ‘ala al-Mazahib Al-Arba’ah, (Terj: Arif Munandar), Jilid
4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), him. 155.

*|bn Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Mugtasid, (Terj: Fuad Syaifudin Nur)
Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), him. 410.
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akad sewa menyewa, dengan ketentuan harus memenuhi semua syarat dan

rukun, serta

AR-RANIRY




tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak ditemukan
adanya praktik penipuan (tadlis), ketidakjelasan (gharar), zalim (zulmun). Di
sisi lainnya para ulama justru tidak sepakat mengenai persoalan tertentu yang
sifatnya praktis. Salah satu masalah yang menjadi fokus penelitian ini ialah sewa
menyewa pohon untuk diambil buahnya.

Para ulama tidak sepakat mengenai hukum sewa-menyewa pohon untuk
diambil buahnya. Sebagian besar, atau boleh dikatakan jumhur ulama, melarang
praktik sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya. Pendapat ini
dikemukakan dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Berdasarkan
pendapat dalam mazhab Hanafi, dilarang menyewakan pohon untuk diambil
buah ataupun dalam kasus menyewakan kambing untuk diambil susunya.*

Hal ini disebutkan oleh Al-Zuhaili dengan mengutip pendapat Ibnu Abidin
(Ulama Hanafiyah) dalam kitab berjudul Radd al-Muhtar ala Al-Darr al-
Mukhtar Syara Tanwir Al-Absar.? Begitu juga dalam pendapat mazhab Maliki,
tidak boleh menyewakan sapi untuk diambil susunya. Apabila tetap dilakukan
maka akadnya rusak, ataupun menyewa pohon untuk diambil buah, hal tersebut
dilarang karena buahnya dapat hilang, yaitu buah sebagai tujuannya.’

Di dalam mazhab Syafi’i, seperti dijelaskan Muhammad Al-Zuhaili, salah
satu di antara syarat dalam akad sewa adalah pemenuhan manfaat dimulai
setelah akad berlangsung, jika tidak dipenuhi, misalnya manfaatnya baru bisa
diambil seperti bulan depan, atau dalam masa tertentu, maka akadnya tidak sah.

Tidak sah menyewakan kebun untuk mendapatkan pemenuhan buahnya.* Dalam

"Wahbah Al-Zuhaili, Figh Islami Wa Adillatuhu, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk),
Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), him. 388.

?Ibid.

*Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Figh ‘ala..., him. 172 dan 206.

*Muhammad Al-Zuhaili, Al-Mu’tamad fi Al-Figh Al-Imam Al-Syafi’7, (Terj: Muhtadi),
Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), him. 162 dan 158.



mazhab Hanbali juga dikemukakan bahwa tidak boleh menyewakan pohon
untuk diambil buahnya ataupun bagian tertentu dari pohon tersebut.”

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa jumhur ulama di
dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali melarang akad sewa
menyewa pohon untuk diambil buahnya, hal ini dipersamakan hukumnya
dengan akad sewa menyewa hewan untuk diperah susunya. Hal ini berlaku
karena belum tentu objek sewa tersebut menghasilkan buah, sehingga
memunculkan unsur gharar (tidak pasti dan kesamaran) di dalam akad.

Namun begitu, ada sebagian ulama yang justru membolehkan akad sewa
menyewa pohon untuk diambil buahnya. Pendapat ini diambil dan dipegang
olen Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Ibn Qayyim bukan hanya berbeda dengan
pandangan jumhur ulama, beliau juga berbeda pendapat dengan ulama mazhab
beliau sendiri, yaitu ulama mazhab Hanbali, dan diketahui bahwa Ibn Qayyim
adalah seorang ulama dari kalangan mazhab Hanbali. Di dalam kasus ini,
jumhur ulama mazhab Hanbali melarang praktik tersebut, sementara Ibn
Qayyim justru membolehkan sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya.®

Ibn Qayyim berpandangan bahwa adanya kekeliruan mengenai anggapan
adanya ijmak tentang larangan sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya. Di
sini, Ibn Qayyim menyanggah ijmak tersebut, dan beliau berpedoman kepada
satu riwayat dari Umar Ibn Khattab. Dalam riwayat ini, dijelaskan bahwa Usaid
Bin Hudhair meninggal dunia dan meninggalkan utang sebesar 6 ribu dirham.
Umar bin Khattab memanggil orang-orang yang memberikan utang kepada
Usaid, serta membayarkan hutang mereka dengan hasil tanahnya selama 2

tahun. Di tanah itu ada pepohonan dan kurma. Menurut Ibn Qayyim, tindakan

SIbn Qudamah Al-Maqdisi, Mughni Syarh Al-Kabir, Jilid 7, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-
‘Arabi, 1983), hlm. 635.

®Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, Zad Al-Ma’ad fi Hady Khair Ibad, (Terj: Amiruddin Djalil),
Jilid 7, (Jakarta: Griya lImu, 2016), him. 488-489.



tersebut adalah salah satu praktik sewa menyewa pohon untuk diambil
buahnya.’

Mengacu kepada uraian di atas, maka Ibn Qayyim tampak menyimpangi
atau berbeda pendapat dengan pendapat jumhur ulama yang melarang praktik
dan akad sewa pohon untuk diambil buahnya. Untuk itu, permasalahan ini
menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh, baik mengenai alasan-alasan dan
argumentasi yang dikemukakan lbn Qayyim, maupun pola-pola penalaran atau
istinbat (cara menggali hukum) yang digunakan lbn Qayyim. Karena itu
permasalahan tersebut dikaji dengan judul: “Hukum Sewa-Menyewa Pohon

untuk Diambil Buahnya: Analisis Istinbath Ibn Qayyim Al-Jauziyyah”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang hukum sewa
menyewa pohon untuk diambil buahnya?
2. Bagaimana dalil dan metode istinbat hukum yang digunakan Ibn Qayyim
Al-Jauziyyah di dalam menetapkan hukum sewa menyewa pohon untuk
diambil buahnya?

C. Tujuan Penelitian
Mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki
tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang hukum
sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbat hukum yang digunakan Ibn
Qayyim Al-Jauziyyah di dalam menetapkan hukum sewa menyewa pohon

untuk diambil buahnya.

"Ibid., him. 489.



D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau dikenal juga dengan istilah kajian penelitian terdahulu
adalah deskripsi peneliti atas berbagai penelitian yang lebih dulu dilakukan
orang lain, tetapi memiliki relevansi dengan masalah penelitian. Deskripsi
mengungkap siapa, kapan (tahun penelitian), tempat penelitian, dan hasilnya.
Hasil kajian itu dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan, sebab
banyaknya orang yang tertarik pada masalah itu juga menunjukkan nilai
pentingnya suatu penelitian dilakukan. Fungsi kajian pustaka adalah sebagai
pembanding terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, memperkuat masalah
penelitian, mengilustrasikan relasi hubungan masalah penelitian dengan temuan-
temuan kajian sebelumnya dan juga menghindarkan peneliti dari plagiasi.
Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini dapat dijelaskan
sebagai berikut:

Penelitian pertama, skripsi yang ditulis oleh Dwi Rianti, Mahasiswi
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(lain) Ponorogo pada Tahun 2018, dengan Judul: “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Ngendut Kecamatan Balong
Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini menyimpulkan akad sewa-menyewa
pohon mangga di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tidak
sesuai dengan prinsip ijarah, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan
syarat dalam ijarah yaitu dalam hal manfaat, dimana manfaat dari pohon
mangga adalah buah mangga dan buah mangga merupakan bagian dari pohon
mangga itu sendiri. Untuk sistem pembayaran dalam sewa-menyewa pohon
mangga di Desa Ngendut telah sesuai dengan prinsip ijarah, karena sistem
pembayaran yang dilakukan yaitu, setelah terjadi kesepakatan harga sewa maka
pihak penyewa akan menyerahkan sebagian ujrah, sisa pembayaran uang sewa
akan dibayarkan ketika pohon mangga telah berbuah. Sedangkan dalam prinsip

ijarah menetapkan kontannya upah, kecuali disyaratkan upah yang ditempo.



Tinjauan hukum Islam terhadap berakhirnya akad dalam sewa-menyewa pohon
mangga di Desa Ngendut tidak sesuai dengan prinsip ijarah karena terjadi
ketidakjelasan dalam berakhirnya akad, yaitu ketika pohon mangga pada musim
ini tidak berbuah maka pengambilan manfaat akan ditangguhkan musim
berikutnya dan seterusnya. Sedangkan dalam ijarah batas waktu penyewaan
harus jelas waktu minimal atau maksimal penyewaan barang.?

Penelitian kedua, skripsi yang ditulis oleh Ulin Bagus Maulida, Mahasiswi
Institut Agama Islam Negeri Kudus Fakultas Syariah Program Studi Hukum
Keluarga Islam pada Tahun 2019, berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Sewa-Menyewa Pohon Mangga yang Diambil Buahnya oleh Penyewa: Studi
Kasus di Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara”. Dari
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik sewa-menyewa pohon mangga
Desa Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara tidak sesuai dengan prinsip
ijarah, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat dalam ijarah yaitu
dalam hal manfaat, di mana manfaat dari pohon mangga adalah buah mangga
dan buah mangga merupakan bagian dari pohon mangga itu sendiri. Jumhur
Ulama fikih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh
disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya, karena itu mereka melarang
menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya,
sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain sebab itu bukan manfaat tetapi
bendanya. orientasi akad ijarah bukan untuk memperoleh sebuah barang
melainkan untuk mendapat nilai manfaat dari sebuah barang.’

Penelitian ketiga, skripsi yang ditulis oleh Arfan Fadli, Mahasiswa Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah  Universitas Islam

Negri (Uin) Raden Intan Lampung pada Tahun 2019, dengan Judul: “Tinjauan

®Dwi Rianti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa
Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, tahun 2018.

*Ulin Bagus Maulida, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Pohon Mangga
Yang Diambil Buahnya Oleh Penyewa (Studi Kasus Di Desa Daren Kecamatan Nalumsari
Kabupaten Jepara)”. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Kudus Fakultas Syariah, tahun 2019.



Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya dengan Sistem Tahunan
(Studi di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus)”. Berdasarkan
hasil penelitian, Praktek sewa-menyewa pohon pepaya di Pekon sidomulyo Kec.
Airananingan, Tanggamus berkembang sangat baik dan berlangsung sudah
bertahun-tahun dan dapat dikemukakan bahwa praktek sewa-menyewa pohon
pepaya dengan sistem tahunan di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan,
Tanggamus tidak sesuai dengan Hukum Islam karena tidak memenuhi beberapa
syarat-syarat sewa-menyewa pada umumnya. Oleh karena itu praktek sewa-
menyewa pohon pepaya Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus
bersifat Gharar yang dilarang dalam Islam.*

Penelitian keempat, skripsi ditulis oleh Widya Rahma, Mahasiswi Fakultas
Syariah & Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Tahun 2021, dengan
Judul: “Tinjauan Figh terhadap Sewa-Menyewa Batang Pohon Sawit: Studi di
Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdiya. Temuan penelitian menunjukkan
bahwa praktik sewa-menyewa pohon kebun sawit di Kecamatan Kuala Batee
Kab Aceh Barat Daya (Abdiya) ialah didahului dengan kesepakatan kontrak,
penyewa melakukan observasi, menyetujui perjanjian, sewa-menyewa dilakukan
terhadap pohon kebun sawit produktif. Bentuk perjanjian relatif tidak baku, dan
cenderung berbeda-beda di antara satu pemilik dengan pemilik yang lainnya.
Para ulama Kecamatan Kuala Batee cenderung kurang setuju atas praktik sewa
menyewa pohon kebun sawit. ldealnya dilaksanakan terhadap kebun secara
umum, yang terdiri dari tanah dan kebun sawit. Dalam pandangan fikih, praktik
sewa menyewa dibolehkan, hanya saja harus mampu untuk memenuhi syarat-
syarat sah akad. Dalam kasus praktik sewa-menyewa pohon kebun sawit seperti

pada masyarakat Kecamatan Kuala Batee, cenderung tidak memenuhi satu

A rfan Fadli, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya dengan
Sistem Tahunan: Studi di Pekon Sidomulyo Kec. Airnaningan, Tanggamus)”. Skripsi. Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan
Lampung, tahun 2019.



syarat sah akad, yaitu objek manfaat yang disewakan memiliki unsur gharar dan
tadlis.**

Penelitian kelima, skripsi yang ditulis oleh Herningsih Syafitri, Mahasiswi
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,
pada Tahun 2017, berjudul “Hukum Sewa Menyewa Kebun Dengan Mengambil
Hasilnya Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Mekar Baru Kecamatan
Talawi Kabupaten Batu Bara)”. Hasil penelitian ditemukan + 26 orang (78,3%)
masyarakat yang menyewa kebun dengan mengambil hasil buahnya, sedangkan
kebanyakan masyarakat menyatakan bahwa masyarakat tidak mengetahui secara
jelas jika menyewa kebun dengan mengambil hasilnya itu tidak diperbolehkan.
Sesuai penelitian masyarakat menyebutkan ada beberapa alasan yang melatar
belakangi menyewa kebun dengan mengambil hasilnya yaitu alasan kewajaran
dan alasan ekonomi, namun dari semua penyebab alasan terbanyak
menyebutkan kewajaran dan tidak mengetahuinya yaitu 20 orang (75%).
Praktek masyarakat Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara
tersebut ternyata tidak diperbolehkan oleh Mazhab Syafi’i yang menganalisa
bahwa dalam konsep ijarah tidak diperbolehkan menyewa kebun dengan
mengambil hasilnya (buahnya), masyarakat beralasan bahwa dengan akad ijarah
benda yang disewakan tidak dapat berpindah kepemilikan kepada penyewa.
Dengan demikian menurut Mazhab Syafi’i dalam ijarah yang boleh diambil
adalah manfaat dari benda yang disewakan.*?

Penelitian keenam, skripsi yang ditulis oleh Siti Hana Kholishoh
mahasiswi Fakultas Syari’Ah Dan HukumUniversitas Islam Negeri Walisongo

Semarang pada Tahun 2017, dengan Judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

"Widya Rahma, “Tinjauan Figh terhadap Sewa-Menyewa Batang Pohon Sawit: Studi di
Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Abdiya”. Skripsi. Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2021.

“Herningsih Syawitri, “Hukum Sewa Menyewa Kebun Dengan Mengambil Hasilnya
Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Mekar Baru Kecamatan Talawi Kabupaten Batu
Bara)”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,
tahun 2017.



Akad Sewa Menyewa Pohon Mangga Dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan
Keuntungan :Studi di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara”.
Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan akad sewa menyewa pohon mangga
dengan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan Desa Banjaran Kecamatan
Bangsri Kabupaten Jepara dilakukan dengan pemilik pohon melakukan
kesepakatan dengan penyewa pohon mangga untuk sewa menyewa pohon
mangga dan disepakati bagi hasil setiap panen pohon tersebut antara penyewa
dan pemilik pohon mangga tersebut dengan jumlah uang sewa dan nisbah bagi
hasil yang disepakati bersama. Ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan akad
sewa menyewa pohon mangga dengan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan
Desa Banjaran Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara itu diperbolehkan, karena
proses yang terjadi sudah sesuai dengan rukun sewa menyewa yaitu adanya
Orang yang berakad, Sewa atau Imbalan, Manfaat, dan Sighad (ijab dan qgabul),
selain itu budaya yang berkembang terhadap sewa menyewa dengan sistem bagi
hasil ini kedua belah pihak saling diuntungkan dan tidak ada paksaan dari akad
tersebut sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.*®

Penelitian ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Hartalena, Mahasiswi Fakultas
Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Tahun
2020, dengan Judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon
Cengkeh Di Kabupaten Sinjai”. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Mekanisme
pelaksanaan sewa-menyewa pohon cengkeh di Desa Bonto Sinala diawali
dengan kesepakatan antara pemilik cengkeh dan orang yang menyewa untuk
diambil buah maupun daunnya dalam satu kali masa panen. Sebelum menyewa
pohon cengkeh, dtinjau terlebih dahulu oleh pihak penyewa dengan maksud
untuk memperkirakan berapa harga sewa yang akan diberikan kepada pihak

yang menyewakan. Setelah itu, maka diadakan akad transaksi antara keduanya.

3Siti Hana Kholishoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Pohon
Mangga Dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan (Studi Di Desa Banjaran
Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2017.
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Dalam hal ini pihak penyewa menyerahkan uang sewa sesuai dengan
kesepakatan antara keduanya. Jika terjadi kerugian setelah transaksi pihak
penyewa tidak berhak meminta ganti rugi atau membatalkan akad sewa
begitupun sebaliknya. Ditinjau dari hukum Islam Praktik sewa-menyewa pohon
cengkeh di Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong tidak memenuhi
beberapa rukun dalam akad sewa-menyewa. Dimana manfaat yang diperoleh
dari sewa menyewa pohon cengkeh tersebut berupa materi(buah cengkeh)
sementara akad sewa-menyewa merupakan sebuah akad yang mentransaksi
harta benda untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya, tidak untuk mengambil materi
yang dihasilkannya. Selain itu juga mengandung ketidakjelasan dalam hal
untung atau rugi sebelum pemetikan karena hanya bisa dipastikan setelah
penjualan buah cengkeh.**

Penelitian kedelapan, jurnal yang ditulis Risna Kanurna Sopalatu, dengan
Judul: “Pandangan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pelaksanaan Sewa
Menyewa Tanaman Pohon Kelapa Di Desa Sepak Kecamatan Amahai
Kabupaten Maluku Tengah”. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan sewa
menyewa tanaman pohon kelapa yang dilakukan oleh masarakat Desa Sepa
Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah telah sesuai dengan hukum
ekonomi Islam karena menyewakan buah dari tanaman untuk diambil
manfaatnya dibolehkan di dalam hukum Islam sebagaimana suatu materi yang
bervolusi secara bertahap hukumnya sama dengan manfaat seperti buah pada
pepohonan, susu dan bulu pada kambing.*

Penelitian kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Ulfi Andriani, Khafid
Abadi, Noorma Fitriana M. Zain, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri

Pekalongan, dalam Jurnal “Journal Of Islamic Economic Law, Vol.1, No.l,

“Hartalena, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Pohon Cengkeh di Kab.
Sinjai”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada
Tahun 2020.

“Risna Kanurna Sopalatu, “Pandangan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pelaksanaan
Sewa Menyewa tanaman Pohon Kelapa di Desa Sepak Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku
Tengah”. Jurnal: limiah Al-Syir’ah, Vol. 12, No. 2, 2014, him. 23.
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20217, dengan Judul: “Tinjauan Figh Muamalah Terhadap Sewa Menyewa
Pohon Durian di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan’.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme sewa menyewa pohon
durian sudah sesuai dengan figh muamalah, dimana dari awal sampai akhir
prosedurnya sudah tepat dan tidak ada yang melanggar aturan figh muamalah.
Tinjauan Figh Muamalah terhadap praktik sewa menyewa pohon durian Desa
Rogoselo akadnya fasid/rusak karena tidak memenuhi rukun dan syarat sewa
menyewa Yyaitu pertama, dalam sewa menyewa pohon durian Objek
akad/Manfaatnya belum ada (ma’dum), Kedua, adanya ketidakpastian (gharar),
Ketiga, buah yang menjadi objek sewa belum jelas kualitasnya, Keempat,
manfaat tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh penyewa Kelima, ada
pendapat Ulama yang tidak memperbolehkan akad sewa pohon berbuah karena
buah itu termasuk materi bukan manfaat. Keenam, terdapat resiko dalam sewa
menyewa pohon durian yaitu produktivitas belum jelas dan buah bisa saja tidak
manis karena pengaruh curah hujan dan cuaca di Desa Rogoselo.*

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat diketahui bahwa kajian atas
sewa menyewa pohon maupun buah pohon telah dilakukan oleh beberapa
peneliti terdahulu. Artinya bahwa permasalahan itu sangatlah penting, sebab
pada praktik masyarakat sering ditemukan. Namun demikian, yang
membedakan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah menyangkut fokus
yang dikaji. Penelitian dahulu cenderung dikaji dalam konteks lapangan, praktik
di masyarakat, sementara pada penelitian ini diarahkan pada kajian kepustakaan,

dengan mengambil kajian atas pendapat ulama.

E. Penjelasan istilah
Istilah yang penting untuk dikemukakan lebih awal dalam pembahasan ini

adalah istilah hukum, sewa-menyewa, pohon, diambil buahnya, dan istinbath.

'°Ulfi Andriani, Khafid Abadi, dan Noorma Fitriana M. Zain, “Tinjauan Figh Muamalah
Terhadap Sewa Menyewa Pohon Durian di Desa Rogoselo Kec. Doro Kabupaten Pekalongan™.
Jurnal: Journal Of Islamic Economic Law, Vol. 1, No. 1, 2021, him. 881.
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Masing-masing istilah tersebut dapat dikemukakan satu persatu dalam
penjelasan berikut ini:
1. Hukum
Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, asalnya dari kata ha-ka-ma,
secara bahasa memiliki beberapa arti di antaranya memimpin, memerintah,
menetapkan, memerintahkan, memutuskan, mengadili, mencegah, melarang.
Sementara itu kata al-hukm berarti putusan ataupun ketetapan.” Kata al-
hukm kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Istilah yang digunakan ialah
hukum dan kata ini mempunyai empat arti: (1) peraturan yang dibuat oleh
penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu
masyarakat (negara), (2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk
mengatur tata pergaulan hidup dalam masyarakat, (3) Patokan (kaidah,
ketentuan) mengenai satu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, dan
juga (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam
pengadilan), atau vonis.*®
Menurut Junaedi, istilah hukum berarti aturan, ketentuan, norma, dalil,
kaidah, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, putusan hakim.
Istilah hukum dalam penelitian ini adalah hukum Islam, artinya ketentuan
yang ditetapkan dalam Islam.”® Di dalam penelitian ini, yang dimaksudkan
dengan hukum adalah aturan hukum yang ditetapkan dalam Islam
menyangkut sewa-menyewa atau hukum sewa-menyewa, secara khusus
hukum sewa menyewa pohon untuk bisa diambil buahnya menurut lbn

Qayyim Al-Jauziyyah.

Y"Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus al-Munawwir, (Surabaya:
Pustaka Progressif, 2007), him. 952.

8Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),hIm. 531.

9Jonaedi Efendi, dkk., Kamus Istilah Hukum Populer, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2016), him. 182.

2Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2017), him. 38: Lihat juga Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah
dalam Hukum Indonesia, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), him. 23.
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2. Sewa-menyewa

Istilah sewa-menyewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar
uang atau upah.?! Selanjutnya istilah sewa kemudian membentuk beberapa
istilah lain sebagai turunannya, salah satunya sewa-menyewa, artinya proses
hukum di mana seseorang menyewa dan yang lainnya memberi sewa dengan
proses memberi uang atau upah sewa.?

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab disebut al-ijjarah,® artinya
memberi upah, merawat tulang yang retak, mempekerjakan menyewakan.
Kata al-ajru berarti ganjaran atau upah.®* Dalam penelitian ini, yang
dimaksudkan dengan istilah sewa-menyewa di dalam penelitian ini adalah
seseorang menyewakan batang pohon kepada orang lain untuk tujuan agar
buah pohon digunakan atau dimanfaatkan orang tersebut.

3. Pohon

Istilah pohon bermakna tumbuhan yang berbatang keras dan besar,

pokok kayu, bagian yang permulaan atau yang dianggap dasar, atau

pangkal

Mengacu kepada pemaknaan tersebut, dapat dipahami bahwa kata
pohon merujuk kepada semua tumbuhan yang berbatang dan besar. Makna
ini terlalu umum termasuk di dalamnya adalah pohon yang berbuah dan tidak
berbuah, baik buah yang diambil atau bisa dimanfaatkan oleh manusia
maupun tidak bermanfaat.

Untuk itu, dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan pohon ialah

semua tumbuhan yang ada batangnya, memiliki buah yang bisa

“W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. 2, (Jakarta: Lembaga
Bahasa dan Budaya, 1954), him. 690.

22Tjm Redaksi, Kamus Bahasa..., him. 1340.

2Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya:
Pustaka Progressif, 2007), him. 9.

M. Quraish Shihab, Yang Hilang dari Kita Akhlak, (Tangerang: Lentera Hati, 2016)
him. 266-267.

SHttps://kbbi.web.id, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui: https:/k
bbi.web.id/pohon, tanggal 1 Oktober 2021.
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dimanfaatkan, misalnya pohon sawit, pohon kelapa, pohon jeruk, pohon
pukat, mangga, apel dan pohon lainnya. Jadi, penelitian ini tidak membatasi
jenis pohonya, tetapi hanya diarahkan pada pohon yang ada buah, dan buah
itu dapat dimanfaatkan dan berguna, baik untuk dikonsumsi, atau dijual.
4. Diambil buahnya

Istilah diambil buahnya tersusun dari dua kata, kata yaitu diambil dan
buahnya. Istilah diambil menunjukkan makna pasif, artinya sesuatu yang
pada pokoknya diambil, atau terambil. Adapun kata buahnya menunjukkan
kepada buah sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya.?® Istilah diambil
buahnya dalam penelitian ini bermakna buah pohon yang diambil atau
digunakan dan dimanfaatkan. Misalnya dimanfaatkan untuk dijual,
dikonsumsi, dan kegunaan lainnya. Jadi, istilah tersebut dimaknai sebagai
tindakan mengambil buahnya pada saat pohon yang disewa berbuah. Dalam
hal ini, objek yang disewa adalah pohon, sementara maksudnya adalah
mengambil buah pohon.
5. Istinbath

Istilah istinbath berasal dari kata nabath, artinya air yang mula-mula
ada dan memancar dari sumber yang digali. Makna istinbath memiliki
kesamaan arti dengan istilah ijtihad, yang secara bahasa berarti mengeluarkan
sesuatu dari pada persembunyiannya.’’ Dalam makna yang lebih luas,
istinbath berarti usaha dalam memahami, penggalian dan perumusan hukum
dari sumber Alquran dan hadis.”® Dalam penelitian ini, yang dimaksud
dengan istilah istinbath berarti menggali dan mengeluarkan hukum dari

Alquran dan hadis.

F. Metode Penelitian

2bid.
*’Sjska Lis Sulistiani, Peradilan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), him. 92.

2®Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum
Islam dan Magashid Al-Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), him. 155.
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Metode berarti cara tertentu, adapun penelitian merupakan suatu kegiatan

ilmiah yang berkaitan dengan analisis, dilakukan secara metodologis, sistematis

dan konsisten.? Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk

menganalisis dengan menggunakan metode penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini
yaitu pendekatan kualitatif, menurut Cresweell, seperti dikutip oleh Rukajat,
bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk
membangun pernyataan pengetahuan sesuai perspektif konstruktif, misalnya
makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial
dan sejarah, bertujuan membangun teori dan juga pola pengetahuan
tertentu.® Jadi pendekatan penelitian dalam skripsi ini ialah cara peneliti
dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Dalam konteks
ini, objek yang didekati itu ialah pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah terkait
hukum sewa-menyewa pohon untuk diambil buahnya.
2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian
kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber
tulisan berbagai rujukan, seperti Kkitab-kitab fikih, buku-buku hukum,
ensiklopedia hukum, jurnal, kamus hukum. Menurut Saebani, dalam tinjauan
pustaka, penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya,
peneliti dituntut untuk mencari dan mengumpulkan informasi, bacaan dari
berbagai sumber. Peneliti hendaknya berupaya untuk membaca referensi
yang asli, mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi

kutipan-kutipan.®* Oleh sebab itu, dalam kajian penelitian ini berhubungan

13.

“Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), him.

®Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach),

(Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), him. 5.

$1Beni Ahmad Saebani, Metode...., him. 5.
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dengan pendapat tokoh ulama, hal ini masuk di dalam jenis penelitian
kepustakaan, yaitu mengenai hukum sewa-menyewa pohon untuk diambil
buahnya menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah.
3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua
kategori, yaitu:

a. Bahan hukum primer, merupakan sumber data pokok yang memberikan
penjelasan langsung mengenai pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah
tentang hukum sewa-menyewa pohon untuk diambil buahnya. Adapun
kitab-kitab Ibn Qayyim al-Jauziyyah seperti kitab:

1) Kitab Majmu’ Al-Rasa 'il.

2) Kitab: Ighasah al-Lahfan min Masayid Al-Syaithan.

3) Kitab: I'lam al-Muwagqi’in ‘an Rabb al- ‘Alamin.

4) Kitab: Zad Al-Maad fi Hadyi Khair Al-1bad, dan kitab Ibn Qayyim
lainnya yang relevan.

b. Bahan data sekunder merupakan bahan kedua yang memberi penjelasan
tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, di antaranya
kitab:

1) Kitab: al-Figh al-Isiami wa Adillatuh karya Wahbah Al-Zuhaili.
2) Kitab: Al-Mu’tamad fi Al-Figh Al-Syafi’i karya Muhammad Al-
Zuhaili.
3) Kitab: Al-Figh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah, karya Abdurrahman
Al-Jaziri, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.
4. Teknik Pengumpulan Data
Mengingat penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, maka data-
data penelitian keseluruhannya diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan,
seperti buku-buku hukum, kitab fikih dan ensiklopedia hukum, jurnal hukum,
kamus bahasa dan hukum, serta sumber kepustakaan lainnya. Sesuai dengan

pendapat Beni, bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum
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dapat digunakan dengan metode survey book atau library research, dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fugaha dan para pakar
hukum Islam terkait dengan tema hukum sewa menyewa.
b. Membaca semua buku untuk mendukung penelitian ini.

5. Validitas Data

Menurut Sugiyono, validitas data ialah derajat ketepatan antara data
yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh
peneliti.® Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang
sebenarnya  dengan data  penelitian yang ada dan  dapat
dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam
menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data terkait
pendapat Ibn Qayyim yang telah penulis peroleh dari literatur fikih dengan
kenyataan pendapat Ibn Qayyim yang sedang dikaji. Oleh sebab itu, dalam
menelaah pendapat lbn Qayyim tersebut, peneliti juga berusaha untuk
mencari beberapa bahan yang dapat mendukung kebenaran mengenai objek
yang penulis teliti tersebut.
6. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu
analisis data. Di dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode
kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara deskriptif-analisis. Artinya,
penulis berusaha menguraikan terkait hukum-hukum sewa menyewa pohon
untuk diambil buahnya menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, kemudian
dianalisis berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif hukum Islam yang
termuat dalam Alguran dan hadis.
7. Pedoman Penulisan Skripsi

Skripsi ini ditulis dengan tata cara dan prosedur tersendiri sesuai

dengan buku panduan. Untuk itu, teknik penulisan skripsi ini penulis

%23ugiyono, Memahami..., him. 117.
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berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya llmiah Mahasiswa yang
diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dikaji dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari pembahasan latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian
pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis terkait hukum sewa-menyewa dalam
hukum Islam. Bab ini terdiri dari pembahasan pengertian dan dasar hukum
sewa-menyewa, rukun dan syarat sewa-menyewa, bentuk-bentuk sewa-
menyewa dalam hukum Islam, hukum sewa menyewa pohon untuk diambil
buahnya perspektif ulama mazhab.

Bab tiga merupakan analisis istinbath hukum Ibn Qayyim Al-Jauziyyah
terkait sewa menyewa untuk diambil buahnya. Bab ini tediri dari pembahasan
biografi Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, metode
istinbath hukum Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, analisis penulis.

Bab empat merupakan bab penutup, yang terdiri dari beberapa kesimpulan

dan juga saran.



